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ABSTRAK

Relas agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Terkadang negara dianggap sebagai
institus yang menghambat keinginan agama. Demikian pula agama biasanya juga dianggap
sebagal penghambat kemajuan negara. Ketegangan sering terjadi antara keduanya karena agama
dan negara sama-sama mempunyai konsep dalam mengatur umat manusia. Klaim konstitusiona
seringkali ditunjukkan oleh negara dalam mengatur agama, sedangkan klaim jihad seringkali
ditunjukkan oleh agama sebagai garan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bernegara.
Dalam usaha menyamakan persepsi tersebut seringkali muncul tuntutan menjadikan agama
sebagal dasar konstitusi. Demikian pula dalam menghadapi tututan itu negara memberikan
akomodasi politik atupun kooptasi politik terhadap kelompok agama. Dalam konteks ini
kebijakan keagaman lahir disebabkan karena tekanan kelompok agama dalam usaha memenunhi
keinginannya..

Kebijakan keagamaan sebagal simbol kepentingan kelompok umat beragama. Kebijakan
apapun yang berhubungan dengan agama dapat dikategorikan sebagai kebijakan keagamaan.
Namun seringkali terjadi politisasi terhadap kebijakan keagamaan. Wacana desakan
pemberlakuan syariah Islam, penerapan Perda syariah, Perda anti kemaksiatan, bahkan
kontroverss Undang-Undang Pornografi dan Pornoaks dianggap merupakan satu-satunya
ekspresi kebijakan keagamaan. Asumsi tersebut muncul lantaran agama dilihat dari sisi politik
semata. Sehingga wacana agama sebagal pelopor pembangunan mental spiritual, kesegahteraan
dan kebudayaan belum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memuaskan kelompok agama
(Islam Palitik). Dalam hal ini penyusun meneliti kebijakan Politik dalam bidang keagamaan di
Kota Blitar, apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan harapan umat beragama di Kota Blitar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang banyak menggunakan data-data
wawancara, obserfasi serta arsip-arsip yang diperoleh dari Pemerintah Kota Blitar. Untuk
menunjang penelitian ini penyusun juga menggunakan data-data kepustakaan yang berhubungan
dengan kebijakan keagamaan. Adapun dalam melakukan analisis penyusun menggunakan
metode deskriptif-analitis. Dalam hal ini penyusun meneliti dua pokok persoalan yaitu;
bagaimana perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar dan apa kontribusinya
terhadap masyarakat Kota Blitar?.

Dari penelitian ini penyusun temukan bahwa perumusan kebijakan dalam bidang
keagamaan di Kota Blitar sudah sangat aspiratif dengan melibatkan masyarakat dalam
Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA). Sedangkan dalam hal
kontribus dalam bidang keagamaan sudah cukup terasa manfaatnya pertama, meningkatkan
kualitas spiritual masyarakat, dengan didasarkan pada meningkatnya kegiatan keagamaan,
perbaikan sarana-prasarana keagamaan. Kedua, meningkatnya kesegjahteraaan Modin, Juru Kunci
Makam, Guru Ngaji, TPQ, Madin, dan sekolah-sekolah agama yang lain sehingga profesi
sebagai pelayan sosid keagamaan terus meningkat. Ketiga, pelayanan di bidang sosia
keagamaan diharga karena telah berjasa dalam melayani kebutuhan Spiritual masyarakat.
Namun keberhasilan ini masih menyisakan berbagal persoalan yaitu carut-marutnya pendataan
dan belum adanya indikator yang jelas dalam evaluasi kebijakan. Kebijakan ini juga rentan
dengan adanya politisas mengingat melibatkan banyak pelayan sosial keagamaan. Dalam hal ini
elit yang ingin berkuasa akan melihat kebijakan ini sebagal issue yang dapat dijadikan sebagai
adat kampanye politik. Sehingga kedepan kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar
dapat berubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik di Kota Blitar.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan negara dan agama sering kali terlihatngasarut, kadang
bersifat komplementer, namun juga seringkali teff@tegangan antara keduanya.
Dalam pandangan Islam setidaknya ada doainstream paradigma dalam
memahami relasi agama dan negdPartama apa yang disebut paradigma
formalistik, legalistik atau juga yang sering disebdengan Islam politik.
Paradigma ini memperjuangkan lIslam sebagai dasgarage syari'ah sebagai
konstitusi negara. Dengan asumsi bahwa Islam berkilistik yang mengatur
agama dan negar&edug paradigma subtantivistik atau disebut juga sebaga
Islam kultural. Spektrum ini beranggapan bahwaantsitidak meletakkan suatu
pola yang baku tentang teori negara (sistem pplitdng harus dijalankan oleh
ummat, bahkan istilah negaraa(lahpun tidak dapat ditemukan dalam al-
Qurant

Terlepas kontroversi hubungan agama dan negayakikan beragama
telah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hBola pemahaman dan

pengamalan agama ini kemudian menjadi budaya snasyarakat,selanjutnya

! Anas Saidi,Menekuk Agama,Membangun Tahta, cet. ke-1 ( Jakarta: Desantara, 2004),
him. 5.

ZMukti Ali (ed), AGAMA Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, cet. ke-1
(Yokyakarta: Tiara Wacana, 1998), him. 130.



ajaran agama menjadi landasan kehidupan bermasyardélerbangsa dan
bernegara. Agama juga menjadi sumber nilai dalanstioisi, maka dalam sila
pertama pancasila disebutkan “Ketuhanan yang Mad&. BDalam pembukaan
UUD 1945 alinia 3 disebutkan: "Atas Berkat RahmHalYang Maha Kuasa dan
dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya bédk@lan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengakemerdekaannya". Dasar
kehidupan beragama juga disebutkan dalam UUD 4&njsénya pengembangan
agama telah diatur dalam UU, serta Peraturan patabfi

Pada tanggal 12 maret 1946 Kementrian Agama terkeréng dipimpin
oleh H.M. Rasyidi. Semenjak itu urusan yang bedkailengan agama ditangani
oleh departemen ini. Sesuai dengan Penetapan &re@RENPRES) NO 5/SD
tanggal 25 maret 1946 menteri agama H.M. Rasyidigambil alih tugas-tugas
keagamaan dari beberapa kementerian ydkeitama,dari Kementerian Dalam
Negeri, mengambil tugas dan urusan yang berkenaaget masalah perkawinan,
peradilan agama, kemasjidan dan urusan hegdua dari Kementerian
Kehakiman yaitu tugas dan wewenang yang berkenaagath Mahkamah Islam
Tinggi (MIT). Ketiga, dari Kementerian P dan K yang berkenaan dengan

pengajaran agama disekolah-sekaldterlepas dari kontrofersi pertentangan antar

3Musa Asy'Arie, Agama, Kebudayaan dan Pembangunan, cet. ke-1 (Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga Press, 1988), him. 129.

4 Azumardi Azra dan Saiful Umartventeri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik, cet.
Ke-1 (Jakarta: INIS, 1998), him. 9.



berbagai agama, akomodasi Departemen Agama inimnevwachid Hasyim yang
dikutip oleh Azumardi Azra merupakan keberhasilan dtrategi umat Islam saat
itu.® Begitu juga adanya Departemen Agama ini membuktikdanya jaminan
terhadap kehidupan dan eksistensi agama dalam &dgesatuan Republik
Indonesia® Selanjutnya kebijakan yang berkaitan dengan agdiatar dalam
beberapa undang-undang dan keputusaan Menteri Agama

Namun, seiring dengan diberlakukannya otonomi daepgmberlakuan
syari’at Islam (Sl) pasca berlakunya Undang-Und&gmor 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah terjadi terutama lewat P@Pdsaturan Daeralf)Saat ini
ada beberapa daerah yang memberlakukan Perdaisainga Bima, Bireun dan
Aceh. Fenomena ini terkait dengan partisipasi ulslam dalam suatu kebijakan
daerah. Dimana masih banyak pihak yang meyakinwbhakebijakan dalam
bidang keagamaan akan dapat menyelesaikan berpagsnalan. Akan tetapi
tidak semudah itu karena pada sisi lain Undang-bgddomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, uagsana diserahkan kepada

% Ibid, him. 11.

®Pidato Menteri Agama RI dalam rangka Hari Amal Bh@epartemen Agama RI ke-38
tanggal 3 januari 1984.

" Lihat Jazim Hamidi, M Husnu Abadintervensi, Negara Terhadap Agama, cet. Ke-1
(Yogyakarta: Ull Press, 2001), him. 119-128.

8 Sukron Kamil, “Syariat Islam,”
http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita=080301113005& egori=36 akses 10 Desember 2007.



pemerintah pusatUndang-undang ini yang menyebabkan munculnya beiba
model pemahaman dalam menerapkan kebijakan keagaihdaerah-daerah.

Salah satunya adalah Kota Blitar yang pendudukny®29 % warga
muslim. Sementara untuk mengakomodasi kepentingaat Uslam, Pemerintah
daerah Kota Blitar harus membuat kebijakan-kebijakang berkaitan dalam
bidang keagamaan. Meskipun bukan Partai Islam yaewgjadi pemenang dalam
kontestan pemilu 2004, kebijakan dalam bidang keaga di Kota Blitar tetap
ada. Dengan penduduk yang mayoritas muslim, apattatdorongan politik yang
kuat untuk memberlakukan syari'at Islam sepertirala@laerah lain, ataukah
alasan-alasakemaslahataryang lain, sehingga eksistensi kebijakan keagamaan
dapat dipertahankan. Bahkan ada beberapa kebij@agamaan Pemkot Blitar
yang sampai diadopsi oleh daerah-daerah'fain.

Berkaitan dengan penelitian kebijakan keagamaan] Mahin dalam
sambutan pengantar buku Deliar Noer menjelaskamelipien negara dan agama
di Indonesia kebanyakan meneliti tentang pengasbh-tokoh agama terhadap
negara'* Kahin juga masih melihat minimnya penelitian pemggara dalam
mengelola agama. Penelitian ini penyusun fokuskaha kebijakan Pemerintah

Kota Blitar dalam bidang keagaman. Program ini miknantuk diteliti karena

° Pasal 10 ayat (3).
19 Buletin Cakrawala, ( Edisi april 2006), him. 19-20.

M Deliar Noer, Admistrasi Islam di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Rajawali, 1983), him.



berkaitan dengan model kebijakan keagamaan di sietwah, apakah berupa
pemberlakuan perda syari'at atau model kebijakaag&maan yang lainnya.
Tentunya kebijakan ini menyangkut aspge&knaslahataralam membangun umat
yang relegius, yang menjadi pertimbangan pokok ndaggenerapan kebijakan

keagamaan®

B. Pokok Masalah

Pada pemaparan latar belakang tersebut, maka po&sélah yang hendak
diteliti:
1. Bagaimana perumusan kebijakan dalam bidang keagadiaKota Blitar dan

apa kontribusinya terhadap masyarakat Kota Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setidaknya ada beberapa tujuan dalam penelitian ini
1. Untuk meneliti kebijakan Pemerintah Kota BlitlElam bidang keagamaan.
2. Untuk mengetahui kontribusi kebijakan dalam bglakeagamaan terhadap

perkembangan spiritual masyarakat.

12 RPIMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daéo#Blitar Tahun 2006-2010,
him. 58.



Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
1. Memberikan pendidikan politik terhadap stakeholdeggaimana proses
advokasi kepentingan umat beragama dalam kebijalkdalik.
2. Memberikan pendidikan politik terhadap stakebolt#ntang tugas pemerintah
dalam pemberdayaan bidang keagamaan.
3. Menambah wawasaan dalam pemberdayaan bidang kemgama
4. Demikian pula penelitian ini diharapkan dapat menkia@ kontribusi dalam

pengelolaan keagamaan di era Otonomi daerah.

D. Telaah Pustaka

Pustaka yang berhubungan dengan kebijakan di Kditar Badalah
pertama buku Den B.l. Mardiono Gudéf,yang berjudul Napak Tilas, Jejak-
jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa’Buku ini menggambarkan cikal
bakal berdirinya penduduk Blitar, peran Blitar daléintas sejarah sampai pada
pembentukan pemerintahan Blitar.

Kedua buku yang berjuddf “ Kota Blitar Dalam Angka Buku ini
memaparkan kondisi perkembangan Kota Blitar ddmumake tahun, meliputi

perkembangan ekonomi, pendidikan, kebudayaan degamya.

13 Den B.I. Mardiono GudeNapak Tilas, Jejak-jejak Kaki Wong Blitar dari Masa ke Masa
( Blitar: Surya, 2007).

14 Bappeda dan BP&ota Blitar Dalam Angka (Blitar: Tnp, 2006).



Ketiga bukunya Anas saidi*® yang berjudul Menekuk Agama,
Membangun Tahta Buku ini menjelaskan secara detail proses kk&hijaagama
mulai dari era penjajahan sampai kebijakan agamzepetah orde baru. Dalam
buku ini juga dikupas bagaimana politik pemerintdalam memposisikan,
mengelola, serta memanfaatkan dukungaan agama keyektingan negara

Keempat Pustaka yang berkaitan dengan penelitian kelnjapalitik
dalam bidang keagamaan adalah bukieftvensi Negara Terhadap Againang
dikarang oleh Jazim Hamidi dan M.Husnu Aba8iiBuku ini menjelaskan
Pengelolaan Agama dalam Negara. Secara detail ihukuenguraikan hubungan
negara dan agama. Pemikiran agama dalam dasaanegardikupas dalam buku
ini. Buku ini juga mengupas undang-undang yangbu@t untuk mengatur
kehidupan beragama.

Kelima, buku yang ditulis oleh Musa Asy'artéyang berjudul Agama,
Kebudayaan dan Pembangunamalam buku ini Musa Asy’rie mendiskripsikan
bagaimana posisi agama dalam pembangunan bangsgugéa berusaha
memaparkan peran agama dalam membangun tata @itai lebudayaan yang

menjadi identitas bangsa.

15 Anas saidi (ed.)Menekuk Agama, Membangun Tahta, cet. Ke-1 (Jakarta: Desantara,
2004).

1% Hamidi Jazim dan Abadi Husnuntervensi Negara Terhadap Agama, cet. Ke-1
(Yogyakarta: Ull Press, 2001).

1 Asy’'Arie Musa (ed.),Agama, Kebudayaan dan Pembangunan, cet. Ke-1 (Yogyakarta:
IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).



Keenam penyusun juga mencoba menelusuri skripsi LaeMadhsunat?
yang berjudul’ Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangng
menjelaskan bagaimana pemerintah daerah membu#al &edijakan, serta
membuat pertanggungjawaban. Sedangkan skripsiakan difokuskan untuk
meneliti pembuatan kebijakan pemerintah daerahtama yang terkait dengan
kebijakan dalam bidang keagamaan.

Minimnya pustaka penelitian kebijakan politik daldndang keagamaan
ini, membuat penyusun lebih banyak mengusahakandidt lapangan. Data-data
ini penyusun usahakan yang berhubungan denganakebhijpolitik Pemerintah
Kota Blitar dalam bidang keagamaan. Data yang Ioenhgan dengan ini,
utamanya akan penyusun lacak dalam RPJMD, KUA, ARB@ Blitar, LKPJ
Walikota Blitar tahun 2007, Arsip-arsip Pemerintidbta Blitar, observasi, dan
wawancara-wawancara. Dengan demikian penyusun sé@ara langsung terjun

ke lapangan untuk meneliti kebijakan politik dalbiang keagamaan.

E. Kerangka Teoretis

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah suatu kegiatuntuk mencapai

tujuan sistem politik. Untuk mencapai tujuan tergebperlu ditentukan

18 |elatul Machsunah, tentarfgelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
(Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas SyadidhSunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).



kebijaksanaan-kebijaksanaan umurfpublic policies). Kemudian untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dibutuekuasaar(power) dan

kewenanganduthority)®

Sedangkan definisi politik menurut Ramlan Surbdktagi menjadi lima

yaitu ;%

1. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warggahh untuk memberikan
dan mewujudkan kebaikan bersama

2. Segala hal berkaitan dengan penyelenggaraanddga pemerintah

3. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untukicag dan mempertahankan
kekuasaan dalam masyarakat

4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengamrpusan dan pelaksanaan
kebijakan umum

5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari daempertahankan sumber-

sumber yang dianggap penting.

Pada literatur figh siyasah pembahasan pemerintahan secara luas
digolongkan dalam kajiarfigh siyasah dusturiya® karena kebijakan politik

merupakan masalah kepemimpinan dan hubungan greaguasa disatu pihak

9 Miriam Budiarjo ,Dasar-Dasar |Imu Politik, cet. Ke-6 ( Jakarta: PT Gramedia, 2003),
him. 8-9.

2 Ramlan SurbaktiMemahami IImu Politik, cet. Ke-6 (Jakarta : Grafindo, 1992), him. 1-2.

%I Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahmdbasar-dasar Pembinaan Hukum Islam FIQH-
ISLAM, cet. Ke-1(Bandung: Al-Ma’arif, 1993), him. 82.
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dan masayarakat di pihak yang lain. Maka dalam $igasahpun dikenal dengan
gaidah:
28 aliadly b sie Ao {1 e alaY) oy

Dalam kerangka politik hukum Islaifsiyasah syariyyahobyek kajian
sistem hukum setidaknya di golongkan menjadi dkaiy@ertama,produk hukum
yang dihasilkan oleh mujtahid figh berdasarkan mieltmgi yang mereka ciptakan.
Kedua, kebijaksanaan para pakar politik dalam merealisasikemaslahatan
dalam menghadapi perkembangan zafii@ada kasus yang kedua, sistem hukum
dipraktekan menurut situasi dan kondisi para ahli @enguasa tersebut, sehingga
ini merupakan pilihan penguasa untuk mempraktekkatum Islam secara total
dan leterlek atau mengambil sebagian hukum Islam dengan netdgautuhan
zaman. Namun yang paling inti dari praktskyasahini adalah membawa
kemaslahatan dan mencegakemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak
menetapkannya dan bahkan Allah SWT.

Kebijakan suatu pemerintahan dalam kajian fsiyasahdikenal dengan
siyasah dusturi Kajian ini bersumber pada Al-quran, Hadis (tamad yang

berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan |luRi&s), kebijakan

#’Syaikh Sayyid Abdillah Ibni Saiddhoqul qowaidul Fighiyyah, cet. Ke-3 (Surabaya: Al-
hidayah, 1410 H), him. 62.

2 Abdul Wahab Khallaf,Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. Ke-1
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), him. 10.

bid, him. 42. (dikutip dari ibn Aqil yang dikutip dieibn al-Qayyim Al-Jawziyyah, him.
16).
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khulafa Al-rasyidin fatwa ulama’, serta adat kebiasaan suatu baraysa tidak
bertentangan dengan Al-Quran dan Haffi®alam hal ini kerangka figh siyasah
harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab dlalyang sifatnya teknis
kemungkinan banyak yang berubah sesuai dengangremlzamaf®

Disisi lain, analisis kebijakan publik yang secéearitik juga mengupas
banyak dalam masalah kebijakan suatu pemerintatialam studi kebijakan
publik terdapat dua pendekatan yakpertama dikenal dengan istilah analisis
kebijakan(policy analysis)Pada analisis ini lebih menitikberatkan pada tsgren
kebijakan dengan menggunakan model-model statidéik matematika yang
canggih.Kedua, kebijakan publik politik. Kebijakan ini lebih mekenkan hasil
danoutcomedari kebijakan publik dengan melihat interaksiijgolsebagai faktor
penentu dalam berbagai bidafigPara pakar (Howlett dan Ramesh), seperti
dikutip Eddi Wibowo, juga berpendapat bahwa tidakbmenganalisis kebijakan
dengan mengabaikan faktor politik, karena kebijakanlahir melalui proses-
proses politik®. Penyusun memilih pendekatan yang kedua dalamliti@meni,
karena pendekatan politik dianggap paling represéntialam menganalisis

kebijakan dalam bidang keagamaan di kota Blitar.

B1bid, him. 83-84.
26 | pid.

2" AG SubarsonoAnalisis Kebijakan Publik, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
him. 5-6.

% Eddi Wibowo,Hukum dan Kebijakan Publik, cet. Ke-1 (Yogyakarta: YPAPI, 2004), him.
37-39.



12

Dalam analisa kebijakan publik, James Andersongpkkbijakan publik)
sebagaimana dikutip oleh AG Subarsono menetapkasegrkebijakan publik
sebagai berikut:

1. Formulasi masalah froblem formulatiojt Apa masalahnya? Apa yang
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakanaiBaga masalah tersebut
dapat masuk dalam agenda pemerintah?

2. Formulasi kebijakan (formulation: Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkaasalah tersebut? Siapa
saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3. Penentuan kebijakaadoption): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan
atau kriteria seperti apa saja yang harus dipenigpa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses ataagstrattuk melaksanakan
kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah dapéian?

4. Implementasi i(nplementation Siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampaksi&ebijakan?

5. Evaluasi évaluatior): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak ddedmi
diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa édarensi dari adanya
evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakul@@rubahan atau

pembatalart’

2 |pid, him. 12-13.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian difbkuskan pada
kebijakan politik pemerintah Kota Blitar dalam bida keagamaan. Dalam
penelitian ini penyusun menggunakan teori politdqri analisa kebijakan publik,
serta figh siyasahdalam aspek yang bersinggungan dengan kebijakiemda

bidang keagamaan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang prinsipil untuk sampadap tujuan
penelitian. Dengan metode diharapkan suatu peelimkan sampai pada
penemuan hipotesa.

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapanggreld Research)
yaitu penelitian dengan terjun secara langsungkasli yang menjadi obyek
penelitian atau penelitian lapangan Di mana dalaemperoleh data-data
penyusun melakukan wawancara secara langsung dtatabpemuka dengan
orang atau lembaga yang menjadi obyek peneliti@u gang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
2. Sumber Data
Sumber data ini terdiri dari sumber data primer dekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh langsung meblafanvancaratterview),

pengamatampservasi serta dari arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Rertah
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Kota Blitar. Sedangkan data sekunder adalah datg ymkan diusahakan
sendiri pengumpulannya oleh penyusun, vyaitu dipérehelalui pihak laifi®
Data sekunder ini diperoleh melalui buletin, majalserta buku-bukteferensi
yang mendukung penelitian dalam bidang keagamakiotdi Blitar.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Dalam penelitian ilmiah, observasi biasa diterjekaghpengamatan
dan pencatatan dengan sistematis atas fenomenadenoyang ditelit.
Observasi ini akan penyusun gunakan dalam mengarkatidisi
keberagamaan di Kota Blitar, dalam hal ini penyuss@ngamati ritual
keagamaan, pendidikan keagamaan serta impleméstagkan keagamaan
di Kota Blitar.
b. Interview
Interview ini penyusun fokuskan kepada pihak-pihglang
mempunyai andil dengan kebijakan di bidang keagandi Kota Blitar.
Interview ini pertama difokuskan pada eksekutif yaitu meliputi Departem
Agama(DEPAG), Badan Perencanaan Pembangunan DBARIREDA),
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja(DINSOSNAKER), Sdskadnomi(SOSEK),

dan Kesatuan Bangsa dan Pengendalian MasyarakéB(XESLINMAS).

% saifuddin AzwarMetode Penedlitian, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hl
91.

% Dalam arti yang luas sebenarnya observasi tidalyehaerbatas pada pengamatan yang
dilakukan, baik secara langsung maupun tidak lamgdihat Prof. Drs. Sutrisno Hadi Miletodologi
Research{Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), him. 151.
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Kedua legeslatif yang terdiri dari wakil Ketua Dewaer®Rakilan Rakyat
Daerah(DPRD) kota Blitar dan Ketua Komisi II DPRDt& Blitar. Ketiga,
interview kepada tokoh-tokoh agama dan organisasiyarakat yang terdiri
dari tokoh ormas Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama (N&grta ketua
Madrasah Diniyah(MADIN) kota Blitar.
c. Arsip-arsip
Penelitian arsip-arsip yang berhubungan denganjakeini dalam bidang
keagamaan. Arsip-arsip ini akan penyusun khusupkalia, Visi-Misi Kota
Blitar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DREANI(D) Kota
Blitar, Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Kota Blitar, n§garan
Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) kota Blitapot@an Keterangan
Pertanggungjawaban(LKPJ) Walikota Blitar, serta ipasssip yang
berkenaan dengan kebijakan dalam bidang keagan&atedBlitar.
d. Kepustakaan
Data kepustakaan ini penyusun gunakan untuk médatakerangka
dasar penelitian ini. Dalam hal ini kepustakaanajutifokuskan mencari
referensi pendukung dari buku-buku yang berkaitan denganeljiem
kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.
4. Pendekatan Masalah
Setidaknya ada beberapa pendekatan masalah yadgkhpenyusun
gunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Pendekatan Politik
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Pendekatan ini penyusun maksudkan karena kebijada@am
bidang keagamaan merupakan kebijakan penyelenggaeaerintahan.
Demikian pula kebijakan dalam bidang keagamaan ditark dengan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujotak mewujudkan
kebaikan bersam.

b. Pendekatan Normatif dan Yuridis

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandan
permasalahan dari aspek legal formal atau nornyatifpendekatan ini
sangat luas meliputi pendekatan yang digunakan aldhhukum Islam
(fugaha), ahli tafsirtufassirin dan ahli hadistuhaddithin.*® Sedangkan
pendekatan yuridis penyusun maksudkan adalah patadekyang
menggunakan ukuran perundang-undangan yang berkait@ngan
kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar.

5. Analisis Data
Setelah data terkumpul, penyusun akan menggunakatodm
Deskriptif-analitis Yaitu mendiskripsikan data-data yang terkumpdu la
menganalisis untuk mengetahui permasalahan yamgndikakar?* Penyusun

juga akan menggunakan analidisduktifyaitu suatu analisa yang diperoleh

32 Ramlan Surbaktiylemahami |Imu Politik, him. 2.

3 Khoirudin NasutionPengantar Studi Islam (Yogyakarta: ACA Ade MIA+TAZAFA,
2004), him. 141-142.

34 Winarno SurakhmadRenyusunan IImiah, cet. Ke-3 (Bandung: Tarsito, 1982), him. 140.
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dari data yang umum, kemudian ditarik kesimpulangyersifat khusus.
Sebaliknya analisi;duktif juga seringkali penyusun gunakan.
G. Sistematika

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan beperasub-bab. Agar
penelitian ini sistematis, maka penyusun menyusistersatikanya sebagai
berikut:

Bab pertama tentang Pendahuluan. Bab ini memuat latar betpkan
masalah, pokok masalah yang hendak penyusun kgjian dan kegunaan
penelitian yang hendak di capai, telaah pustakaankga teoritik penelitian,
metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat Gambaran Umum Kebijakan dalam Bidang
Keagamaan. Terdiri dari pengertian kebijakan berfkang lingkupnya. Sejarah
kebijakan dalam bidang keagamaan di Indonesiaa $eah kebijakan keagamaan
dalam RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka MenengahaNsiahun 2004-
2009.

Babketigga membahas Gambaran Umum Kota Blitar. Bab ini tectiri
kondisi geografis dan demografis, Pemerintahan Kjitar, partai Politik dan
kondisi Keberagamaan.

Sedangkan bakeempat Kebijakan Politik dalam Bidang Keagamaan di
Kota Blitar yang mencakup kebijakan dalam bidanggeenaan Pemerintah Kota

Blitar, kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaserta kebijakan dalam



18

bidang keagamaan sebagai kebijakan sosial, seldangekebijakan keagamaan
dimasa mendatang.
Bab kelimg sebagai Penutup yang penyusun bagi dalam kesampulan

saran-saran penelitian.



BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari pendlitian ini, penyusun dapat menyimpulkan kebijakan keagamaan di

Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

1

Perumusan kebijakan dalam bidang keagamaan terdapat dalam kebijakan
fasilitas dan pemberdayaan bidang keagamaan. Kebijakan ini mengakomodasi
kebutuhan dan kepentingan agama-agama yang ada di Kota Blitar.

Proses perumusan kebijakan keagamaan di Kota Blitar mealui
MUSRENBANGDA (Musyawarah Rencana Pengembangan Daerah) dengan
melibatkan eksekutif, legidatif, perwakilan masyarakat(tokoh masyarakat),
Organisasi masyarakat(Ormas) serta Lembaga swadaya masyarakat(LSM)
Kondiss masyarakat Blitar yang majemuk menjadikan kebijakan keagamaan
tidak diformalkan dalam bentuk Perda khusus(peraturan daerah). Hal itu
disebabkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan, proses membuat
Perda yang rumit serta biaya yang besar untuk pembuatan sebuah Perda. Dalam
hal ini kebijakan keagamaan Pemerintah Kota Blitar terdapat dalam
RPIMD(rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (kebijakan
umum anggaran) serta program beberapa Instansi Pemerintaham Kota Blitar.
Kebijakan keagamaan di Kota Blitar merupakan hasil kompromi politik dari

berbagai kekuatan, terutama kekuatan umat Islam yang cukup besar. Hal ini

88
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memungkinkan terjadinya perubahan dalam rumusan kebijakan keagamaan
yang disebabkan karena perubahan konfigurasi sosil-politik.
Adapun kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar
adalah:

1. Kebijakan dalam bidang keagamaan di Kota Blitar secara tidak langsung
memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pelayanan dibidang
keagamaan. Meningkatnya pekerjaan-pekerjaan sosial keagamaan, pendidikan
keagamaan, kegiatan sosia keagamaan. Ha ini menjadikan kebijakan
keagamaan sebagai infestasi dibidang sosial. Modal ini sangat penting untuk
memajukan pembangunan.

2. Adanya kebijakan fasilitasi dan pemberdayaan ini membuka kepada seluruh
Instituss kegamaan untuk bekerja lebih bailk daam melayani umatnya.
Pemerintah membuka seluas-luasnya kepada Institusi keagamaan untuk turut
serta dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini pelayanan terhadap bidang
keagamaan akan dihargai dengan bentuk bantuan atau penghargaan oleh

Pemkot Blitar.

B. Saran-saran
1. Pemkot Blitar dalam merumuskan kebijakan sangat terbuka, memungkinkan
adanya partisipasisi Instituss keagaman. Dalam hal ini sedapat mungkin

Institusi keagamaan dapat menjelaskan keinginannya, Sehingga kebutuhan
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Institusi keagamaan dapat dijadikan kebijakan dalam bidang keagamaan oleh
Pemkot Blitar.

. Ingtitus keagamaan harus mampu membuat kegiatan yang terukur atau
mempunyai indikator capaian kegiatan, misalnya peningkatan pembangunan
mental spiritual, pelayanan kebutuhan pendidikan, atupun pelayanan urusan
keagamaan. Tugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan
kewgjiban pemerintah sehingga pelayanan dibidang keagamaanpun akan
menjadi kebijakan pemerintah.

. Perlu adanya target dalam pembangunan bidang keagamaan. Walaupun sulit
untuk diukur, kebijakan dalam bidang keagamaan merupakan modal sosial
yang sangat berharga. Untuk itu, kebijakan dalam bidang keagamaan harus

dijadikan sebagai infestasi didalam membangun masyarakat dan budaya.
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Lampiran |

TERJEMAHAN

HLM

FT

BAB 11

10

23

K ebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan
rakyat.

Apabilatelah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan
berbondong-bondong,

maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah
ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima
taubat.

78

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama
dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya
Allah menyukai orangOorang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagal kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena
agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu
(orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan
mereka sebagal kawan, maka mereka itulah orang-orang yang
zalim.
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Daftar Pertanyaan dalam interview dengan anggota DPRD, DINSOSNAKER,
SOSEK, KESBANGLINMAS, DEPAG, BAPPEDA, MUHAMMADIYAH, NU dan

8.

0.

MADIN.

Kebijakan apa sgja yang terkait dengan keagamaan di kota Blitar?
Kenapa harus ada kebijakan dalam bidang keagamaan, apa masalahnya?

Apakah agama menjadi masalah pemerintahan, mengapa?

Apatawaran solosi pemerintas atas masalah keagamaan tersebut?
Bagaimana proses kebijakan tersebut di buat?

Apadasar hukumnya?

Siapa sgayang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan keagamaan?
Siapa yang mendorong kebijakan dalam bidang keagamaan?

Apais kebijakan yang telah di tetapkan?

10. Sigpa yang akan melaksanakan kebijakan dalam bidang keagamaan?

11. Bagaimana proses dan strategi penerapannya?

12. Siapa sgja yang terlibat dalam pelaksanaannya?

13. Apadampak adanya kebijakan tersebut?

14. Apakontribusi kebijakan keagamaan?
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